
BUPATI KOLAKA UTARA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA 

NOMOR 16 TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa terintegrasi dan terpadu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dipandang 
perlu Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan 
Pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara 
tentang Standar Operasional Prosedur Bagian 
Layanan Pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4339); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Pu blik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara 



Republik Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4539); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3655); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 21 Tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BAGIAN 
LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN KOLAKA UTARA. 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 

sebegai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 
4. Bagian Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut BLP adalah 

unit organisasi pada Sekretariat Daerah yang berfungsi 
melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen dan 
berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP 
adalah serangkaian tahapan kegiatan yang baku dan ditetapkan 
dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi. 

6. Standar Operasional Prosedur Bagian Layanan Pengadaan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara selanjutnya disebut 
SOP BLP Kabupaten Kolaka Utara adalah serangkaian tahapan 
kegiatan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka Utara yang dibakukan dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada para pihak yang 
terkait dengan proses pengadaan barang/jasa. 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah 
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi SKPD. 

9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang diangkat oleh PA, yang bertanggungjawab atas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 
barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan 
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 
barang/ j asa. 

11. Kelompok Kerja selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang 
terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat ahli pengadaan 
barang/jasa, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) 
orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa 
padaBLP. 



12. Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bersertifikat 
ahli pengadaan barang/ jasa yang diangkat oleh Pengguna Anggaran 
untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud penetapan SOP Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara adalah: 
a. Sebagai pedoman Bagian Layanan Pengadaan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi pelayanan penyelenggara pengadaan Barang/ Jasa 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Sebagai Pedoman pihak PA/KPA dan PPK yang terkait dengan proses 
pengadaan di BLP dalam menyiapkan dan memenuhi prosedur dan 
administrasi pengadaan. 

Pasal 3 

Tujuan Penetapan SOP adalah : 
a. Terselenggaranya proses pengadaan barang/ jasa yang efektif, 

efesien, transparan dan akuntabel. 
b. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan tertib 

prosedur dan administrasi. 
c. Terselenggaranya proses pengadaan barang/jasa yang terintegrasi 

dan terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup penetapan SOP adalah perumusan, pembinaan dan 
evaluasi penyelenggraan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten 
Kolaka Utara. 

BAB IV 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

Pasal 5 

(1) Standar Operasional Prosedur BLP Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara meliputi : 
a. SOP Alur Layanan Pengadaan Barang/jasa pada BLP Sekretariat 

Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 
b. SOP E-Lelang Umum Pasca Kulaifikasi Pengadaan 

Barang/Konstruksi/ J asa Lainnya; 
c. SOP E-Lelang Pemilihan Langsung/Lelang Sederhana dengan 

Pasca Kualifikasi Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi/ Jasa 
Lainnya; 

d. SOP E-Seleksi Umum Prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan; 
e. SOP E-Seleksi Sederhana Pasca Kualifikasi Pengadaan Jasa 

Konsultan; 



f. SOP Pengadaan Langsung; 
g. SOP Penunjukan Langsung; 
h. SOP Kaji Ulang RUP; 
i. SOP Penyusunan dan Kaji Ulang RPP. 

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

BABV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 6 

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA-SKPD 
Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka 
Utara. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatinya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara. 

Ditetapkan di Lasusua 
pada tanggal 2018 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

H. NUR RAHMAN UMAR 

Di Undangkan di Lasusua 
pada Tanggal 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

ASH AR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ... 
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f p;RAF f<OORDINASI Ditetapkan di Lasusua 
NO [·}NIT/ f SA TUAN KERJA · P A R A. F pada tanggal ,,:; 3 - :JUL r 2018 

.._ 1 �R�ij�;.;;g.a.;�;,:_- __ +-1-�--t BUPAT1 KOLAKA UTARA, 
2 (l 
...... 
,1 

H. NUR RAHMAN UMAR 

Di Undangkan di Lasusua 
pada Tanggal 2018 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

ASH AR 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ... 



co 

c: 
ijI � 
�a. 
c: c: 

.!f 
� Q) a. a. 

c5 a. 
0 

UJ 
(/) 
a. 
...J 



w en 
� 

....--- 

C) 

.!: 

t c 
� 

....--- 

- 

' 

... 

- - 

- 

0 - - - N - 

uJ 
Cl) a.. 
_J 

·5 
ai 
Q) 
E 

<D - 

c: 
]! 
E ::, 
E ::, 
0) c: 
Q) 
E 
c m 
-0 

ci c: m 
].i 
0) 

ffi c: 
Q) 

E 
� 

00 - 



- � 
O> ii r::: j � tf � 
IU c: co I "' li H 

e- 
-i "' IU ,__ CD 

'i 
0) ·Ir ::, -, g> a. Ci 

>- -"' CD ., �, r::: ., Cl) >- � CP � o, 
� -- 

' , - ,--- -� -- -- -- - 
c: c: c: c: 
� "' "' !!! if r s::; s::; J IU & CD 0 

� 
Q. 8l j- r::: .!!! "" => => 

IU a.. � 
c: c: 'lo go I IU D ill • l}J ::, .Ill � I CD 1 .Q Ii !l E E 

C> ·� � 
w 

r::: E CD 
Cl) CD c: "2" 

£ a. :g- � � 
16 0 a. a. -- - ... 
r::: -- - - -- .. 
� 
_J 

-� s a. 
_J co 
..!1l 
IU 
0.. 
G> ::..:: 

..-- 

lj e-- � ., 5s 
� .i id :1 j - IQ. .s � 

ilt -0 l a.Q. 
1! 
� -- - ii 

><: � 
8:: e- li -s .. 

·;r - -� .I Jl -0 

' 

c 
(\l 
.s: 
(\l 
0) 
0) c 
� 

i .s: 
IU 
0) 
Cl c: 
!& 

a, ...... 



l if O a_ 

1o ..,,,,. 
�t--+-���+-����+-���1--��---1��-+-����+-���-+-��--1�����--1 

'Ui 
3l ·; � s� 
� 

w en c, 
-.l 

0 z O> 



IV 

c: � ffl a. 
1 
55 a. 
c: 
IV 
�1--t������t-�������1--��������������-+-��-4����--ll.....��....f 

ijj 

la. 
....J 
al 
..!!! g- 
::,,:: 

sz 
m ::,,:: a. 
(IJ 0.. 
0 
iii 
""" 0) c: 
15 a. 

·;,; 

-� c: 
� (IJ 

e> ::,,:: 
0 � 

0.. 

g, 
(Q 

]! 

C> c: 
(Q c: 
Q) 
E 
� 

c: c: 
Q) (Q E.,., ::, .c 
� 18 
"O C) c: 
§ � -g 
Q) (Q �! 

0 z 0 - - ..-- M - <O - 00 - 



:,,:: 
a.. a.. 
c: 

i 
� 
Q) 

:::E 

z s ... 
:::, 

"' z s 
� ... 
! 
CJ z ... 
Q, 

Q, 

< z 
� 
"' ... 
0 ... 
"' � 
... 
"' ::i 
0 a,: 
Q, 
Q, 

� 

UJ 
Cf) 
a.. 
....I 

c: 

i 
I 
c: -� 
(..) c: 
ii: 

0 z N 

('(I 

E 
-� 
55 
E 

co 



-- M 0, c: 
� ro 

CD � t» c 
-� ro !J -� "O -, 

� Jo J.l I c: 
Q) .... a. 

� 

l • - - -� -'- 

c j ... := c i � !! ... 
j :.:: 1 ro i '!JI I .. c: :.£2' 

� - :t: � � 0 c ro a. -{!I 
r i, 1 t ro 

"O 2 I ro 
i OI 

� c: j ::. ::::, Q) a. 
c: ro s �� ..____ �- .._ .._ 
>, • ro 
_J 

c: -� 
:l 

CD a. 
_J co 
ro 

"ffi 
0. 
Q) 
� 

. _ ...... 
U.J en a. 
_J 

- I 
� 
'5 
c; co 
-0 
a. 
_J 
CD 

c: 
jg 
ro 

� 
c: 

-� c: oc 

0 z ci .- N ..... 



w en a. 
...J 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

� 

L 

: 
i 

. 

--- 

-� 

w 
(J) a. 
...J 
·c: ro 
-0 

J 
! 
� 

� c: 

i 
::, 
E ::, 

i 

0 z ,...: ...- 00 ...- a, ..- 



-- - - 0) ,¥ c 

11 :a ro c !?' .... I- ro c: n CD � cu C-· x: ro I "' ro cu '6 -, Jm � Q) 
>- -"" � c -13 � Q) 
0. I= 

� 

, '. - - -- �� �� -- - 
c: c: c: c: 

ro [ 11! 11! l l I N CII cu 
c '.i2' .!ll: c, c, 

0 g> 2' ro 0. iii � 
::::, 

«l :::> j :ii .... � lll I 1 "O ro � -i � ;;i 

g> c l � j .E 
Q) Cl> 
0. � s f c c£ � 
«l a. 
ffi �- - � -- - - -- � . � 
lv' 
-l 
c 

.!2 
� m 0. 

-l m 
«l 
cij 
a. 
Q) ::.:: 

s: ro ::.:: .... 
Cl> 0. ro 0. 
0 co 
.¥ 
0) c 
� 
Cl> 
0. 
·u; 

-� c <( 
«l 0. e ::.:: 
0 < 0. 

• 

- 
c c6 

ii ('- 
Q. .. 95 ]- >- 

. j . Jit 5l 
'i5 I 

I ,- -- - ,¥ 

if ! 
i� ('- .. s ----- n 5l 

'5 

C> z I 



w 
Cl) a.. � 

co <O I 

Cl a.. 
0 

0 z 





- a, - 0, 

c. 
"' :, 

� ,.... 
c 
3 
(1) 
:::, 

f 
Ill s 
iil :, 
c. 
�. a 
0 :, 

lu 
Cl) 
m 

� .,:. (.,,) "' z � 0 ... 0 :,,; ca 
,, -0 � )> 

;g c .,, g:· 
':t z l> 

!!!. 

:::. -0 - ;.o � 
� en )> 

:;J co 
)> """ i -f � a 
c .,, 0 
)> " Ill 

"O � z 0 
:,,;: 

� 
zr 

m 0 
l 

;;o AJ c.. 
)> c 

! - - z � l> )> :,,; 

;o (/) .{g 
Ill 

)> ii> 

"T1 
CD 

l. 
r 
-0 CD 

I» co s: 
:;:J 

!»" 
:I: CD '< 

c Ill 

z j "Q 
:;:J 
Ill 

c � 
:::, 

:;o -0 

� 
;,,:; � 
0 (0 

:I: s � 
� 
l> � -0 § 
z c � 
c --4 

Ill 

$'. l> 
:;o 

l> l> :x, 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)
	image_011.pdf (p.11)
	image_012.pdf (p.12)
	image_013.pdf (p.13)
	image_014.pdf (p.14)
	image_015.pdf (p.15)
	image_016.pdf (p.16)
	image_017.pdf (p.17)
	image_018.pdf (p.18)

